
INTISARI 

 

Berbicara tentang pembangunan, berarti berbicara mengenai pembiayaan yang 

merupakan salah satu faktor menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Hal tersebut 

untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. 

Oleh karena itu sumber pembiayaan dalam pembangunan sangat menunjang 

kelancaran perekonomian nasional. Pemberian kredit oleh bank disyaratkan adanya agunan 

kredit. Pemberian jaminan ini berguna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk 

mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji 

tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

Terhadap jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur, pihak bank selaku kreditor 

mempunyai kewajiban untuk melindungi debiturnya, karena hal ini berkaitan dengan 

kepentingan bank juga selaku penerima jaminan. 

Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur 

dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang 

sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank 

dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah 

disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana 

yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan 

. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak 

mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan 
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berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur segaja tidak mau membayar 

karena karakter debitur tidak baik. 

Dalam hal tersebut diatas, untuk penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang 

tidak memiliki itikad baik akan ditempuh melalui lembaga hukum dengan tujuan untuk 

menjual atau mengeksekusi banda jaminan dalam rangka pelunasan hutang debitur pada 

perusahaan perbankan. Sampai saat ini bank sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak dapat 

menggunakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUHT tanpa adanya campur 

tangan pihak lain untuk penyelamatan piutangnya. Penyelesaian melalui parate eksekusi 

ternyata tidak mudah bagi perusahaan perbankan, karena membutuhkan waktu yang lama 

serta tidak adanya kepastian. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan sering timbul hambatan-hambatan di lapangan. 
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